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PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga 
keuangan syariah, dimana transaksi-transaksi dasar pada penyusunan laporan 
keuangan syariah memuat tentang kegiatan transaksi yang tidak mungkin 
dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa. Oleh 
karena itu dalam penentuan nisbah bagi hasil perlu dilakukan dengan baik 
agar dapat menguntungkan kedua pihak. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaporan 
keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar  Lampung? Dan Apakah 
penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur telah sesuai dengan 
PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah?. Tujuan 
penelitian ini ialah Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada BMT 
Syariah Makmur Bandar Lampung dan Untuk mengetahui kesesuaian 
penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung 
dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam 
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang 
ada dilapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang 
berkatian dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keungan, pada 
kantor BMT Syariah Makmur di Bandar Lampung. 
Hasil penelitian pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung hanya 
menyajikan laporan Neraca, Laba/ Rugi dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. Berdasarkan kesusaian laporan keuangan pada BMT Syariah 
Makmur Bandar Lampung dengan PSA No.101, penyajian Neraca atau 
Laporan Posisi Keuangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung sudah 
membuat atau sudah ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan tetapi 
secara keseluruhan  pos-pos seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas didalam 
laporan Neraca belum sesuai dengan pos-pos atau akun yang ada didalam 
PSAK  NO. 101. Pada penyajian laporan Laba Rugi nama akun dan pos-pos 
yang ada hanyalah Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional saja, dan 
tidak ada laporan keuangan Penghasilan Komprehensif lain sesuai dengan 
yang ada didalam  PSAK NO. 101. BMT Syariah Makmur Bandar Lampung 
membuat catatan atas laporan keuangan dalam bentuk pos-pos laporan 
keuangan, namun dalam penyajiannya pos-pos laporan keuangan tidak 
terdapat informasi mengenai penggunaan dana zakat, laporan sumber dan 
pengguna dana kebajikan. 
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Artinya :  
       Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
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A. Penegasan Judul 
 
Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang skripsi 
ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari 
judul ini. Hal ini disebabkan untuk menghindari penafsiran yang 
berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu 
penjelasan dengan memberi arti beberapa kata yang dimuat 
didalam judul penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut 
diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap 
pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 
pokok permasalahan yang akan dibahas. 
Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul 
“PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN 
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA LAPORAN 
KEUANGAN BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR 
LAMPUNG”. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam 
pembahasan judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan beberapa istilah penting dari judul ini. 
1. Penerapan 
Penerapan adalah perbuatan menerapkan.
1
 Sedangkan 
menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah 
suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 
golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 
2. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum 
pada laporan keuangan syariah.
2
 PSAK 101 mengatur tentang 
                                                             
1Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 
Modern English Perss, Jakarta,2002, h.1598. 
2 IAI, 2009 Pernyataan Sandar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 101 







penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 merupakan 
penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi Perbankansyariah 
(2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangan Bank Syariah.  
3. Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan sarana yang di gunakan 
perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi 
keuangannya kepada pihak internal dan eksternal. Laporan ini 
menginformasikan semua transaksi bisnis (keadaan ekonomi 
perusahaan) dalam bentuk unit moneter. Pengambilan 
keputusan bisnis dapat di lakukan oleh pihak investor atau 
pihak lainnya yang membutuhkan dengan mempertimbangkan 
hasil analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.
3
 
4. BMT  
Baitul Maal wa Tamwill merupakan sebuah lembaga 
keuangan mikro berbasis syariah, yang mengelola keuangan 
masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam 
sistem pengelolaan keuangannya. Baitul maal sendiri sangat 
diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama 
pada pengembangan masyarakat yang sering tidak terjangkau 
oleh lembaga keuangan lain, lembaga ekonomi 
berorientasikan sosial keagamaan yang kegiatan utamanya 
menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk 
(terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan 




Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam judul ini 
ialah tentang Penerapan PSAK NO. 101 Tentang Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016) Pada Laporan 
Keuangan BMT Syariah Makmur adalah untuk menerapkan 
PSAK NO. 101 tentang laporan keuangan yang merupakan 
sarana yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan 
informasi keuangannya dan laporan keuangan 
                                                             
3Hariyati, Susi Handayani dan Rohmawati Kesumaningtias : Buku 1, 
Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah, h. 4. 






menginformasikan semua transaksi bisnis (keadaan suatu 
ekonomi perusahaan) pada lembaga keuangan mikro berbasis 
syariah, yang mengola keuangan masyarkat sesuai prinsip-
prinsip syariah dalam sitem pengelolaan keuangannya. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan 
terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau 
perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas–
aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang 
selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau 
laporan keuangan. 
Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang 
dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan 
atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi 
berbagai pihak yang berkepentingan, ciri sosial ditunjukkan 
dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat 
di lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) 
menjadi penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntutan 
pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah 
fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan 
produktivitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga 
keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga 
keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga 
keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).
5
 
Keberadaan lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh masyarakat, dikandung maksud agar dapat 
meningkatkan taraf hidup melalui produk perbankan yang 
disediakan. Sebagaimana lazimnya suatu bank, lembaga 
keuangan syariah juga siap menerima penitipan uang dan 
pembiayaan kapada semua sektor usaha yang membutuhkan 
dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola 
oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep tanpa bunga, 
                                                             






berikutnya menghasilkan berbagai macam jenis produk 
pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.  
Disisi yang lain, ketika lembaga keuangan syariah telah 
beroperasi untuk pencatatan transaksi keuangannyadiperlukan 
Standar akuntansi yang berdasarkan dengan prinsip – prinsip 
syariah. Dengan menerapkan prinsip standar akuntansi syariah 
merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah 
untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani 
masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terlihat dalam sistem 
akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem 
laporan keuangan. 
Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk 
BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan 
pinjam (KSP).
6
 Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Baitul 
maal wa tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan syariah 
yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-
prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul 
maal wa Tamwil sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau 
perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat 
yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain.  
Baitul Maal wa Tamwil merupakan bagian dalam menjangkau 
pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro yang merupakan 
segmentasi sebesar dalam tata perekonomian masyarakat 
Indonesia.
7
 Kegiatan BMT diantaranya mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 
kegiatan pengusaha kecil kebawah dengan mendorong kegiatan 
menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi.
8
 
Mulai diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan 
syariah yang lainya termasuk didalamnya baitul mal di 
                                                             
6Muhammad Ridwan, h. 31 
7 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2009), h. 242. 
8 Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 






masyarakat, sudah pasti lembaga keuangan yang berbasis syariah 
mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja 
lembaganya terkait masalah ini. Dalam hal ini yang memegang 
peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga 
tersebut. Laporan keuangan yang berisi berbagai informasi 
tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh para pemakainya, 
terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu 
keputusan. 
PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan bagi 
lembaga keuangan syariah, dimana transaksi-transaksi dasar pada 
penyusunan laporan keuangan syariah memuat tentang kegiatan 
transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional 
seperti jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena itu dalam 
penentuan nisbah bagi hasil perlu dilakukan dengan baik agar 
dapat menguntungkan kedua pihak. 
 Pentingnya penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah pada BMT adalah agar lembaga tersebut dapat 
melakukan penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat dan 
memudahkan dalam pemberian informasi keuangan bagi pihak-
pihak yang membutuhkan. BMT Syariah Makmur dapat memiliki 
catatan informasi keuangan pada suatu periode yang 
menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga, sehingga 
manajemen dapat mengetahui aset, kewajiban, modal, kontribusi 
biaya yang dikeluarkan sesuai tujuan lembaga dan pengambilan 
keputusan. 
 Kualitas laporan keuangan BMT pada umumnya adalah 
mampu menginformasikan dan memudahkan pengguna dan 
pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam 
pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas didlamnya, 
informasi yang bermanfaat dan relevan untuk memenuhi suatu 
kebutuhan guna memproses untuk pengambilan suatu keputusan.  
BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan 
hukum koperasi, akan tetapi dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya BMT sendiri menerapkan prinsip syariah seperti 
lembaga keuangan lainnya. Pada dasarnya kelembagaan BMT 






sehingga tidak adanya aturan yang memikat dari dinas koperasi. 
Mereka menjalankan kegiatan operasional maupun pelaporan 
keuangan berdasarkan peraturan regulasi masing-masing BMT. 
Dari sisi kelembagaan BMT yang lemah dalam pengawasan, 
tidak ada aturan yang mewajibkan terkait PSAK sebab BMT 
regulasinya lemah. Terkait dengan laporan keuangan maupun 
kegiatan operasionalnya, maka BMT belum mematuhi atau tidak 
mengacu dengan PSAK terkait dengan laporan keuangan dan 
kegiatan operasionalnya. 
BMT Syariah Makmur (BMT SM) merupakan salah satu 
koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. BMT Syariah Makmur telah berbadan hukum koperasi 
dengan No. 001/BH/X.9/I/2007 tertanggal 10 januari 2007 yang 
di keluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. 
Transaksi yang paling banyak digunakan dan dilakukan salah 
satunya adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan 
musyarakah adalah kerja sama penyertaan modal usaha dan 
kewajiban mengangsur pokok pembiayaan secara berkala dengan 
memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
disepakati anatara BMT Syariah Mandiri dan anggota/peminjam 
berdasarkan akad musyarakah. 
 
Tabel 1 
Perkembangan Pembiayaan Selama Tahun Buku 
 Tahun 2016, 2017 dan 2018 
 
Sumber Data : Data pada laporan perkembangan pembiayaan selama tahun buku pada 
tahun 2016, 2017 dan 2018 BMT Syarih Makmur Bandar Lampung. 
Tahun
Mudharabah
 Bai‟ Bitsaman 
Ajil




2016 1.000,0 0 0 780.410,0 17.500,0 90.550,0 890.360,0
2017 0 0 32.060,0 750.300,0 0 3.500,0 106.500,0 892.360,0







Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa pembiayaan pada 
tahun 2016-2018 yang disalurkan meliputi pembiayaan 
Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Qordh, Rahn dan Ijarah, 
dan pelaporan keuangan yang tepat perlu dilakukan oleh BMT 
Syariah Makmur terkait semua transaksi-transaksi yang 
dilakukannya. 
Hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Reza 
Rezita tentang Penerapan PSAK No. 101 pada BMT Sakinah 
Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan 
adalah BMT Sakinah hanya membut dua jenis laporan, 
sedangkan menurut PSAK No. 101 ada tujuh jenis laporan 
keuangan, dari tujuh jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK 
No. 101 hanya empat jenis laporan keuangan yang bias 
diterapkan pada BMT Sakinah, dikarenakan tidak adanya data. 
Penyajian posisi keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah 
dimana pihak BMT tidak melakukan pemisahan asset tetap 
(inventaris). Sedangkan dalam PSAK N0. 101 aset tetap 
dipisahkan. Seperti, computer, printer dan software. Sehingga ada 
beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak BMT dalam 
menyususn laporan posisi keuangan agar sesuai dengan PSAK 
No. 101. Penyajian laporan laba/rugi, dimana nilai Sisa Hasil 
Usaha (SHU) yang dibuat oleh pihak BMT Sakinah, tidak sesuai 




Hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Amrul dan 
Musfiari Haridhi tentang  Penerapan Standar Akuntansi 
Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi 
Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh) adalah Baitul Qiradh di 
Kota Banca Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang 
penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini 
diketahui dalam penjabaran dan skor capaian yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya,dimana tidak ada Baitul Qiradh 
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yang mencapai skor 100% pada penyajian laporan keuangan 
syariah sesuai dengan PSAK.
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Dilatar belakangi dari riset terdahulu, penelitian selanjutnya 
mencoba untuk menguji kembali “PENERAPAN PSAKN0. 101 
PADA LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH 
MAKMUR BANDAR LAMPUNG” 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan 
sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yaitu, Komponen-
komponen PSAK No.101 (2016) Tentang Penyajian Laporan 
keuangan yang terdapat pada laporan keuangan BMT Syariah 
Makmur Bandar Lampung pada tahun 2018 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 
masalah didalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1.  Bagaimana pelaporan keuangan pada BMT Syariah 
Makmur Bandar  Lampung? 
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah 
Makmur telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang 
penyajian laporan keuangan syariah?  
 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada BMT Syariah 
Makmur Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan 
pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan 
PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan 
syariah. 
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F. Manfaat Penelitian  
Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, 
sesuai dengan berkaitannya judul yang diteliti yang dapat 
memberi efek sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di 
dalam bidang akuntansi syariah. Penelitian ini di harapkan 
dapat memunculkan ide dan gagasan baru dalam penelitian 
selanjutnya yang sehubungan dengan penyajian laporan 
keuangan berdasarkan dengan  PSAK 101 tentang 
penyajian laporan keuangan syariah. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai penyajian laporan keuangan 
berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan 
keuangan syariah. Bagi manajemen BMT Syariah 
Makmur, penelitian ini dapat memberikan gambaran 
mengenai implementasi akuntansi syariah, sehingga di 
masa yang akan mendatang dapat mengingkatkan dan 
memperbaiki penyajian laporan keuangan berdasarkan 
PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Penelitian R. Sanjaya Silalahi (2012) dalam Penelitian 
tentang Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Pada Laporan 
Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai–Pekanbaru. 
BMT AlIttihad Rumbai–Pekanbaru dalam 
mempertanggungjawabkan keuanganya hanya menyajikan 
laporan Neraca dan Laba/ Rugi. Berdasarkan Penerapan PSAK 
No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan 
Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan 
Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan 
keuangan koperasi syariah BMT Al  Ittihad Rumbai–Pekanbaru 
tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, 






Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, 
harus membuat Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada 
laporan keuangan koperasi syariah BMT Al  Ittihad Rumbai–
Pekanbaru tidak membuat laporan dana kebajikan tetapi 
memasukkan akun–akun pada Laporan Sumber dan Pengunaan 
Dana Kebajikan ke dalam Laporan Neraca, misalnya 
infaq/shadaqoh dan pembiayaan qardhul hasan.
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Penelitian Hana Rahmanida (2015) dalam Penelitian 
tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan  Laporan 
Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri. Prosedur penyusunan 
laporan keuangan secara umum pada Bank Syariah Mandiri 
terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan keuangan 
dengan sistem LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem 
Keuangan) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting 
Language) dan Laporan keuangan manual dalam bentuk excel. 
Sedangkan untuk laporan tahunan, dilakukan proses auditing dan 
penyusunannya sesuai dengan format PSAK. Laporan sumber 
dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang 
menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka 
waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Secara 
umum, penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat 
BSM sudah baik. Hanya saja terdapat perbedaan istilah yang 
digunakan pada BSM yaitu Laporan Sumber dan Penyaluran 
dana Zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 
menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para 
stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana 
kebajikan/ Qardhul Hasan  serta penggunaan dana tersebut. BSM 
menerapkan PSAK secara penuh dalam pembuatan laporan 
keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada 
BSM telah sesuai dengan PSAK No. 101.
12
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Penelitian Putri Ningtyas (2019) dalam Penelitian tentang 
Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi 
Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali). Penyajian laporan 
keuangan BMT Wanita Mandiri masih belum sepenuhnya 
menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kopersi. 
Standar yang digunakan oleh BMT Wanita Mandiri pun belum 
secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri BMT Wanita 
Mandiri mengakui masih belum begitu mendalam menggunakan 
standarnya. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di 
BMT Wanita Mandiri,  laporan keuangan tersebut seperti laporan 
ekuitas, laporan arus kas serta laporan sumber dan penggunaan 
dana kebajikan. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya 
pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait dengan laporan 
keuangan, belum dilaksanakan SOP, terbatasnya SDM, 
kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar 
BMT khususnya penyajian laporan keungan dan kurangnya 
pengawasan dari pihak internal BMT. Faktor eksternal yang 
mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT Wanita 
Mandiri yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya 
penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas 
Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun 
standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya 
wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.
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Penelitian Brian Aderinanda Bahri (2014) dalam 
Penelitian tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi pada PT. Asuransi 
Takaful Keluarga), PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan 
telah menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah, baik PSAK no. 101 edisi tahun 2007 dan 
PSAK 101 edisi revisi tahun 2011. Mengenai sejauh mana 
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Penelitian Meri Mona Sri Yanti (2018) dalam Penelitian 
tentang Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan 
PSAK No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan, 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
mudharabah di Bank Syariah Mandiri medan khususnya pada 
implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
15
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 
adalah objek penelitian yang dipakai ialah BMT yang berbasis 
koperasi dan bukan berbasis bank syariah dan penelitian 
terdahulu menggunakan PSAK 101 dan 105 sedangkan penelitian 
ini hanya menggunakan PSAK 101 saja. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 
penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang 
dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data 
yang ada dilapangan. Penelitian ini bermaksud untuk 
mendapatkan informasi yang berkatian dengan PSAK 
No. 101 tentang penyajian laporan keungan, pada 
kantor BMT Syariah Makmur di Bandar Lampung.  
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian di kantor BMT Syariah Makmur Bandar 
Lampung ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 
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bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 
gambaran tentang sesuatu yang sedang diteliti. 
2. Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, 
dibutuhkan : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang di dapatkan dari hasil 
wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. 
Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan 
wawancara secara langsung di BMT Syariah Makmur 
Bandar Lampung 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari 
melalui media perantara atau secara tidak langsung 
yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 
laporan keuangan dan profil BMT Syariah Makmur 
Bandar Lampung serta arsip, baik yang dipublikasian 
maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 
Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan 
data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, 





3. Metode Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Tehnik dokumentasi adalah salah satu metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
social untuk menelurusi data historis.
17
 Data yang 
digunakan diperoleh dari laporan keuangan BMT 
Syariah Makmur. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu alat yang digunakan oleh 
seseorang untuk mendapatkan infomasi tentang sesuatu 
                                                             
16Kanal Informasi-Pengertian Data Primer Dan Sekunder 
17  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 










Jenis wawancara yang dilakukan ialah wawancara 
terstruktur untuk dapat memahami dan mencari tentang 
informasi secara mendalam terkait penerapan PSAK 
101 pada laporan keuangan BMT Syariah Makmur, 
peneliti menggunakan metode wawancara yang 
dilakukan melalui tatap muka maupun dengan 
menggunakan telepon pada pihak BMT Syariah 
Makmur 
4. Metode Analisis Data 
Pada tahap ini dilakukan setelah data terkumpul 
semua, dimulai dari  menelaah seluruh data yang tersedia 
dari berbagai sumber. Terdapat tiga metode analisis data 
kualitatif yaitu : 
a.  Reduksi data, merupakan salah satu dari teknik analisis 
data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
diambil. 
 
b. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan 
informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan 
akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian 
data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan 
lapangan, grafik,bagan dan matriks. 
c. Kesimpulan atau verifikasi, adalah tahap akhir dalam 
proses analisis data.bagian ini peneliti mengutarakan 
kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data 
yang dikumpulkan, dengan mencari hubungan, 
persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa 
dilakukan dengan jalan membandingan dengan 
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kesesuaian pernyataan dari subyek penelitin dengan 
makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar 
dalam penelitian. 
5. Content analysis 
Content analysis data yang digunakan adalah 
kualitatif, sampel yang digunakan adalah pengelola BMT 
Syariah Makmur yang diantaranya ialah manajer dan 
beberapa staff, data yang digunakan adalah data primer 
berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan 
keuangan BMT Syariah Makmur, yaitu data yang diperoleh 
dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan 
yang lainnya secara sistematis, kemudian dianalisis secara 
kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 
Setelah analisis data selesai dilakukan maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti, dan dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 
kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini dan akan mengemukakan 
saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan dasar 
hukum dari Al-Hadist: 
لَ فَ  َّٔ األ  ٍَ  ع ٍ :  ٕدَ  اْت ْسع  ََّٙ عٍ عُّ َللاََّ سضٙ ي   انَُّث 
هّٗ َّ  َللا َ ص  ْٛ ه  هَّى ع  ٌََّ  : لال ٔس  ْذقَ  إ  ْٓذ ٘ انصَّ ٌََّ اْنث شَ  إ نٗ  ٚ  إ   ٔ  اْنث شََّ 
ْٓذ ٘ َُّحَ  إ نٗ  ٚ  ٌََّ ، انج  إ   ٔ مَ   ج  قَ  انشَّ تَّٗ نْٛصذ  ُْذَ  ٚ كت ةَ  ح   َللاَّ َ ع 
ٚما َ ذ  ٌََّ ، ص  بَ  ٔإ  ز  ْٓذ ٘ اْنك  ٕسَ  إ ن ٗ ٚ  ٌََّ انفج  إ   ٔ ٕسَ   ْٓذ ٘ انفج   إ نٗ  ٚ 
ٌََّ ، انَُّاسَ  إ   ٔ مَ   ج  بَ  انشَّ تَّٗ نٛ  ْكز  ُْذَ  ٚ كت ةَ  ح  زَّاتا َ َللاَّ َ ع            . عهّٛ يتفكَ  ك 
 Pertama: Dari Ibnu Mas‟ud ٙعُّ َللا سض dari Nabi یصه  
 sabdanya: “Sesungguhnya Kejujuran itu ,ٔسهى عهّٛ َللا
menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan 
itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang 
selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai 
seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu 
menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya 
Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan 






dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” 
(Muttafaq „alaih). 
Dasar hukum dari Ijma‟ 
Keberadaan Accounting and Auditing Organization 
for Islamic Financial Institution (AAOIFI) adalah salah satu 
bentuk Ijma' . AAOIFI adalah  organisasi independent 
internasional yang menaungi lebih dari 200 member dari 40 
negara termasuk bank central, institusi keuangan islam dan 
partisipan lain dari bank islam internasional dan industry 
keuangan (wordwide). 
 
I. Sistematiaka Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat 
apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab 
pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari : 
Penegasan Judul, Latar belakang masalah, Identifikasi dan 
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan, 
Sistematika Penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS 
Bab ini akan menguraikan berbagai  teori, konsep dan 
anggapan dasar tentang teori  dari variabel-variabel penelitian. 
Dalam bab ini terdiri dari : Landasan teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB III METODE PENEILITIAN 
Bab ini berisikan mengenai gambaran objek penelitian dan 
penyajian fakta dan data penelitian yang ditemukan dilapangan 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN 
Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil 
pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut. Yang 
terdiri dari : Analisis data penelitian dan hasil temuan penelitian. 
BAB V PENUTUP 










A. Akuntansi  
1. Pengertian Akuntansi  
Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai 
sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para 
pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 
kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan 
memproses data-data yang berkaitan dan kemudian 
menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. 
Akuntansi adalah „‟bahasa bisnis‟‟ (language of business) 
karena melaui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan 
kepada para pemangku kepentingan.
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Menurut Littleton, pengertian akuntansi adalah 
aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan perhitungan 
periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Definisi ini 
adalah inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang 
dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. 
2. Tujuan Akuntansi 
Akuntansi mempunyai tujuan utama untuk 
memberikan informasi ekonomi, antara lain aktiva, hutang, 
modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih 
jelasnya adalah bertujuan menghasilkan laporan keuangan. 
Adapun informasi keuangan yang terkandung dalam 
laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi 
karakteristik informasi yang berkualitas, antara lain : 
a. Relevan, relevansi informasi harus dihubungkan 
dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak 
relevan untuk maksud keperluan para pengambil 
keputusan, informasi demikian tidak akan ada 
gunanya. 
b. Dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti 
oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dari 
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istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para 
pemakai. 
c. Daya uji, informasi yang dihasilkan harus bias diuji 
kebenarannya oleh para pengukur yang independen 
dengan menggunakan metode pengukuran yang sama 
untuk meghasilkan informasi yang dapat dipercaya. 
Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus 
berlandaskan pada realitas obyektif dengan adanya 
bukti. 
d. Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan 
umum pemakai dan tidak bergantung kepada 
kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. 
e. Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini 
mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam 
pengambilan keputusan manajemen. 
f. Daya banding, format dari informasi harus konsisten 
dan berlaku umum, sehingga bias dibandingkan, baik 
dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari 
perusahaan yang sejenis. 
g. Lengkap, informasi akuntansi harus lengkap dengan 
meliputi seluruh data akuntansi keuangan, sehingga 
penerima informasi bias memahami secara 
keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang 
salah atas informasi tersebut.
20
 
Berikut ini 3 jenis tujuan akuntansi yang harus 
diketahui, 
Tujuan Akuntansi Secara Umum : 
1) Memberikan informasi keuangan yang terdiri dari 
aktiva dan pasiva perusahaan. Menyediakan 
informasi tentang perubahan pada berbagai 
sumber ekonomi  yang sudah dikurangi dengan 
pajak dan berbagai biaya (netto). 
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2) Menyediakan informasi keuangan perusahaan 
yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi 
potensi keuntungan perusahaan. 
3) Menyediakan informasi tentang perubahan pada 
berbagai sumber ekonomi perusahaan berupa aset, 
utang, dan modal. 
4) Menyediakan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan laporan keuangan untuk 
membantu para pengguna laporan tersebut.  
Tujuan Akuntansi Secara Khusus : 
Tujuan akuntansi secara khusus adalah 
menyediakan informasi dalam bentuk laporan 
yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan 
perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar 
sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum 
(PABU) atau Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP). 
Tujuan Akuntansi Kualitatif : 
a) Menyajikan informasi yang relevan. 
b) Menyajikan informasi yang telah teruji 
kebenaran dan  validitasnya. 
c) Memberikan informasi yang dapat 
dimengerti oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
d) Menyediakan laporan keuangan bagi semua 
pihak yang berkepentingan terkait aktivitas 
perusahaan. 
e) Menyajikan informasi transaksi terbaru (real 
time) atau sesegera mungkin. 
f) Menyajikan informasi yang disampaikan 
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima 






g) Cara membuat laporan keuangan harus 




3. Fungsi Akuntansi : 
Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan 
dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan 
yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap 
perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang 
perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi 
mengenai laba/rugi perusahaan. Dengan akuntansi, Anda 
dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan 
dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu.  
Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan 
pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen 
perusahaan. Dengan proses akuntansi, Anda juga dapat 
menjelaskan kepada pihak ketiga seperti Bank atau investor 
mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu 
Anda memerlukan kredit usaha. 
4. Jenis - Jenis Akuntansi :22 
a. Akuntansi Keuangan (General Accounting) 
Akuntansi ini merupakan jenis akuntansi yang 
paling umum dikenal masyarakat luas. Pada dasarnya, 
akuntansi keuangan mencakup berbagai pencatatan 
dan penyajian laporan keuangan dalam suatu periode. 
Laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk 
pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal 
maupun eksternal perusahaan.  
Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai 
dengan standar yang berlaku. Dalam akuntansi, 
terdapat sebuah standar yang diterima umum oleh 
para pelaku akuntansi, baik pembuat laporan maupun 
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pembaca laporan. Standar tersebut dikenal dengan 
Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. 
b. Akuntansi Perbankan 
Dalam akuntansi perbankan, pencatatan yang 
dilakukan berada di ruang lingkup perbankan. Akun-
akun yang digunakan pun merupakan akun khusus di 
dunia perbankan.  Sama dengan akuntansi keuangan, 
akuntansi perbankan juga menyajikan laporan untuk 
pihak internal dan eksternal. Namun tentunya pihak-
pihak tersebut adalah pihak yang berhubungan dengan 
perbankan. 
Laporan dalam akuntansi perbankan selain 
mencakup laporan keuangan, juga terdapat laporan 
mengenai transaksi yang terjadi di bank. Laporan data 
transaksi ini sudah diperhitungkan oleh pihak bank, 
yang disebut laporan  rekening administrasi. 
Persamaan umum dalam akuntansi bank adalah, harta 
bank sama dengan modal dan hutang. 
c. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 
Pengertian akuntansi biaya adalah akuntansi yang 
mengelola segala biaya perusahaan, yang berfungsi 
mengendalikan dan membuat perencanaan akan biaya 
pada operasional perusahaan. Perencanaan dan 
pengendalian  biaya kemudian dibuat sebagai 
landasan menenentukan harga.  
Akuntansi biaya membahas penentuan harga 
pokok berdasarkan berbagai biaya yang dikeluarkan 
oleh perusahaan. Berasarkan biaya atau beban 
perusahaan yang sudah direncanakan dan 
dikendalkan, harga pokok pun dibuat. Kemudian 
ditambahkan dengan laba yang ingin diraih untuk 










d. Akuntansi Audit (Auditing) 
Sesuai dengan namanya, akuntansi audit adalah 
akuntansi yang bertugas melakukan audit. Dengan 
kata lain, akuntansi ini mencakup pemeriksaan 
transaksi dan laporan keuangan. Proses akuntansi 
audit bukan hanya pemeriksaaan. Akuntansi audit 
juga perlu memberikan penilaian atau opini mengenai 
kelayakan laporan keuangan yang diperiksa.  
Akuntansi auditing dilakukan oleh pihak 
independen, supaya hasil laporan tidak berberat pada 
pihak tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dalam 
proses auditing bersifat kritis dan sistematis. Serta 
memeriksa dengan teliti berbagai laporan keuangan 
suatu perusahaan, yang diikuti pemeriksaan transaki 
dan bukti transaksi. 
e. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) 
Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang 
mencakup kegiatan manajemen perusahaan. Dalam 
akuntansi manajemen, terdapat dua informasi yang 
dihasilkan. Informasi kuantatif berupa laporan 
keuangan, dan informasi kualitatif berupa laporan 
non-keuangan.  
Laporan keuangan dalam akuntansi manajemen 
memang ditujukan untuk pihak manajemen, yang 
kemudian digunakan oleh mereka. Berbeda dengan 
laporan pada akuntansi keuangan, pada akuntansi 
manajemen laporan bersifat rahasia dan tidak 
diperuntukkan untuk umum  atau publik. Perhitungan 
yang dilakukan juga berdasarkan kebutuhan 












f. Akuntansi Pajak 
Pengertian akuntansi pajak adalah akuntansi yang 
meliputi perhitungan pajak. Akuntansi ini berguna 
untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak 
terutang yang ditanggung perusahaan.  
Seperti akuntansi yang lain, akuntansi ini juga 
menghasilkan laporan keuangan. Namun laporan 
dikhususkan mencakup berbagai perhitungan 
perpajakan dari pendapatan kena pajak atau PKP. 
Laporan ini dibuat untuk membantu perusahaan 
dalam membuat keputusan dan kebijakan mengenai 
pajak. 
 
5. Pengertian Akuntansi syariah  
Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang 
menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan 
pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan 
menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan 
ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk 
pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.
23
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah tak 
hanya   digunakan sebagai alat dalam menerjemahkan 
fenomena ekonomi saja, namun juga digunakan menjadi 
metode untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dapat 
berjalan di dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah ini 
memiliki orientasi yang cenderung ke arah bidang sosial, 
meliputi isu-isu yang tidak dibahas pada akuntansi 
konvesional. 
Dalam  ajaran islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat 
didalam  
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al– Qur‟an yaitu  pada surah Al – Baqarah ayat 282.
24
 : 
ْنٛ ْكت ْةَ  ٔ َ ُۗ ِ ْٕ ًّ َٗف اْكت ث  س  َيُّ م  َٗا ج 
ٰٓ
َا ٰن  ٍ ْٚ َت ذ  ُْت ْى اٚ  َت ذ  ا َا ر  ا ْٰٕٓ  ُ َٰاي   ٍ ْٚ َانَّز  ُّٓ ا اٚ 
ٰٓ ٰٚ
َ َف ْهٛ ْكت ْةْۚ  
ََللّاٰ  ّ  ً هَّ َع  ا  ً َك  ََّْٚكت ة  ٌْ َا  ات ة  َك  َٚ أْب  َل   ٔ َ ْذل ِۖ َت اْنع 
ات ة ٌۢ َك  ْى ُْٛ ك  تَّ
َانَْ  ّ ْٛ ه  َع  ْ٘ َانَّز  ه م  ًْ ْنٛ   َٔ  ٌ ا َك  ٌْ َف ا  ـ  اُۗ ْٛ ُّْ َش  ْسَي  َٚ ثْخ  َل   ٔ َ ّٗ تَّ  َس 
ََللّاٰ ْنٛ تَّك   ٔ َ كُّ ح 
ه ْمَ ًْ َف ْهٛ   ٕ  َْ مَّ  ً َُّٚ ٌْ َا  ْٛع  َٚ ْست ط  ََل  ْٔ َا  ْٛف ا ع  َض  ْٔ َا  ْٛٓ ا ف  َس  كُّ َاْنح   ّ ْٛ ه  َع  ْ٘ انَّز 
ْىَْۚ ان ك  ج  َس  ٍْ َي   ٍ ْٚ ْٛذ   ٓ َش  ا ْٔ ذ   ٓ اْست ْش  ٔ َ ْذل ُۗ َت اْنع  ّٗ ُّ نٛ   ََٔ  ٍ ْٛ ه  ج  َس  َ ا ْٕ َٚ ك  َنَّْى ٌْ ف ا 
َ ك ش  اَف ت ز   ً َا ْحٰذىٓ  مَّ َت ض  ٌْ َا  اء 
ٓ ذ َۤ َانشُّ  ٍ َي   ٌ ْٕ َت ْشض  ٍْ ًَّ َي   ٍ ا ٰت اْيش  َّٔ َ م  ج  ف ش 
َ ٌْ َا  ا ْٰٕٓ  ً َت ْسـ   َل   ٔ َ اَُۗ ْٕ َد ع  ا َي  ا َا ر  اء 
ٓ ذ َۤ َانشُّ َٚ أْب  َل   ٔ َ ُٖۗ َاَْل ْخٰش ا  ً ا ْحٰذىٓ 
اَ ْٛش  غ  ِ َص  ْٕ ج َت ْكت ث  ٓ اد  َن هشَّ و   ٕ ا ْل  ٔ َ 
ََللّاٰ ُْذ  ْىَا ْلس ط َع  َٰرن ك  ُۗ  ّ ه  َٗا ج 
ٰٓ
اَا ٰن ْٛش  ث  َك  ْٔ ا 
َ ْس  ْىَف هٛ  ُْٛ ك  َٓ  اَت  ْٔ ْٚش  ج َت ذ  ش  اض  ج َح  اس  َت ج   ٌ ْٕ َت ك  ٌْ َا  ٰٓ اَا َلَّ ْٰٕٓ َت ْشت ات  َا َلَّ ٰٗٓ َٰ ا ْد  ٔ
َ ا ْٰٓٔ ذ   ٓ ا ْش  ٔ َ ْ اُۗ ْٕ َت ْكت ث  َا َلَّ ُ اح  َج  ْى ْٛك  ه  َع  َل  َّٔ َ ات ة  َك  سَّ
اَۤ َٚ ض  َل   ٔ َ َت ث اٚ ْعت ْىَِۖ ا ا ر 
َ ْٛذ   ٓ َ َەُۗش 
َللّاٰ  ٔ َ ُۗ  َ
ََللّاٰ ى  ك   ً ه  ٚ ع   ٔ َ ُۗ  َ
ََللّاٰ ا اتَّمٕ   ٔ َ ْىَُۗ َت ك 
ق ٌۢ ْٕ َف س  ّٗ َّ َف اَ  ا ْٕ ه  َت ْفع  ٌْ ا   ٔ
َ ْٛى  ه  َع  ء  ْٙ َش  ٢٨٢َت ك م 
 
Artinya :  
„‟Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 
Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 
ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
                                                             







mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 
tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 




Ayat diatas menunjukan kewajiban bagi orang beriman 
untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum 
tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga 
kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan 
pada kepentingan pertannggungjawaban agar pihak–pihak 
yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga 
tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan 
angka keseimbangan atau neraca. 
6. Laporan Keuangan Syariah 
Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses 
dari pelaporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah 
dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Menurut 
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dalam 
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan oleh Ikatan 
Akuntansi Indonesia (IAI) 
 
                                                             






7. Tujuan laporan keuangan syariah : 
a. menyediakan informasi yang menyangkut posisi 
keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 
entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
26
 
b. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha 
c. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip 
syariah, serta informasi, asset, kewajiban, pendapatan 
dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila 
ada dan bagaimana perolehan penggunaannya 
d. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan 
tanggung jawab entitas pada tingkat keuntungan yang 
layak. 
e. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang 
diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah 
temporer, dan informasi mengenai pemenuhan 
kewajiban (obligation), fungsi social entitas syariah, 




8. Asas Transaksi Syariah 
Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip :
28
 
a. Persaudaraan (ukhuwah) yang berarti bahwa transaksi 
syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam 
memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh 
mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. 
Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal 
(ta‟aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong 
(ta‟awum), saling menjamin (takaful), saling bersinergi 
dan saling beraliansi (tahaluf). 
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b. Keadilan („adalah) yang berarti selalu menempatkan 
sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan 
posisinya. 
c. Kemaslahatan (maslahah) yaitu segala kebaikan dan 
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, 
material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 
d. Keseimbangan (tawazun) yaitu keseimbangan antara 
aspek material dan spiritual antara aspek privat dan 
publik antara sector keuangan dan sector riil, antara 
bisnis dan social serta aspek pemanfaatan serta 
pelestarian. 
e. Universalisme (syumuliyah) dimana esensinya dapat 
dilakukan oleh, dengan dan golongan sesuai dengan 
semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). 
 
9. Karakteristik Transaksi Syariah 
a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling 
paham dan saling rida 
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang 
objeknya halal dan baik (thayib) 
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan 
pengukur nilai, bukan sebgai komoditas  
d. Tidak mengandung unsure riba 
e. Tidak mengandung unsure kezaliman 
f. Tidak mengandung unsur maysir 
g. Tidak mengandung unsure gharar 
h. Tidak mengandung unsur haram.29 
 
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tahun 
2016 Tentang Penyajian laporan Keuangan Syariah 
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah 
a) Standar Akuntansi Keuangan 
Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan 
standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi 
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Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan 
oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK  
IAI) dan Dewan standar Syariah Ikatan Akuntan 
Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar 
modal untuk entitas yang berada dibawah 
pengawasannya. Standar Akuntansi Keuangan  
merupakan tata cara pencatatan, pengukuran, 
pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang 
dilakukan laporan keuangan. 
b) Standar Akuntansi Keuangan  Syariah (SAS) 
Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan 
transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun 
lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan 
dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis 
syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini 
terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang 
mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan 
keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; 
mudharabah; salam; istishna. 
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 
Tahun 2016 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
No. 101  bertujuan  untuk mengatur penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum 
(general purpose financial statements) untuk entitas syariah 
yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat 
dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas 
syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan 
keuangan entitas syariah lain.
30
  
Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan 
umum sesuai deengan SAK. Entitas syariah yang dimaksud 
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dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan 
transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. 
SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.
31
 
Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap 
terdiri dari : 
a. Laporan Posisi Keuangan 
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan 
posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan 
dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak 
terbatas pada pos-pos berikut:  
1) kas dan setara kas; 
2) piutang usaha dan piutang lain; 
3) persediaan; 
4) investasi dengan menggunakan metode 
ekuitas; 
5) aset keuangan; 
6) total asset yang diklasifikasikan sebagai asset 
yang dimiliki untuk dijual‟; 
7) properti investasi; 
8) asset tetap; 
9) asset tak berwujud; 
10) utang usaha dan terutang lain; 
11) liabilitas keuangan; 
12) liabilitas dan aset dan pajak penghasilan; 
13) liabilitas dan aset pajak tangguhan; 
14) liabilitas yang diklasifikasikan sebagai 
dimiliki untuk dijual; 
15) provisi; 
16) kepentingan non pengendali 
17) modal saham dan cadangan yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk. 
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b. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain disusun dengan mengacu pada SAK yang 
relevan. Entitas pengelola menyajikan laporan 
komprehensif yang mencakup, tetapi tidak terbatas, 
pada pos-pos berikut:  
1) pendapatan usaha;  
2) bagi hasil untuk pemilik dana; 
3) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan 
ventura bersama yang  dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas;  
4) beban pajak; 
5) jumlah tunggal untuk total operasi yang 
dihentikan (aset tidak lancar yang dimiliki 
untuk dijual dan operasi yang dihentikan);   
 
c. Laporan Perubahan Ekuitas 
1) Laba rugi; 
2) Penghasilan komprehensif lain; dan 
3) Transaksi dengan pemilik, yang menunjukan 
secara terpisah kontribusi, distribusi dan 
perubahan kepemilikan pada entitas anak 
yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. 
d. Laporan Arus Kas; 
Informasi arus kas memberikan dasar bagi 
pengguna laporan keuangan untuk menilai 
kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas 
dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam 
menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan 
entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. 
PSAK 2 : laporan arus kas mengatur persyaratan 
penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. 
1) Aktivitas operasi; 
2) Aktivitas investasi; 








e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; 
1) Dana zakat berasal dari wajib zakat; 
2) Dari dalam entitas syariah; 
3) Dari luar entitas syariah; 
4) Penyaluran dana zakat melalui entitas 
pengelola zakat sebagaimana yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
5) Kenaikan atau penurunan dana zakat;  
6) Saldo awal dana zakat; 
7) Saldo akhir dana zakat. 
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; 
Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan : 
1) Infak; 
2) Sedekah; 
3) Hasil pengelolaan wakaf; 
4) Pengendalian dana kebajikan produktif; 
5) Denda; 
6) Penerimaan nonhalal 
Penggunaan dana kebajikan untuk: 
1) Dana kebajikan produktif; 
2) Sumbangan; 
3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum; 
4) Kenaikan atau penurunan sumber dana 
kebajikan‟ 
5) Saldo awal dana kebajika; dan 
6) Saldo akhir dana kebajikan. 
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C. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK NO. 
101: 
 
1. Neraca   
Tabel 2 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
Per 31 Desember 20X1 
ASET 
Kas       xxx 
Penempatan pada Bank Indonesia   xxx 
Giro pada bank lain     xxx 
Penempatan pada bank lain    xxx 
Investasi pada efek/surat berharga   xxx 
Piutang: 
Murabahah      xxx 
Salam       xxx 
Istishna       xxx 
Ijarah       xxx 
Pembiayaan: 
Mudharabah     xxx 
Musyarakah      xxx 
Persediaan       xxx 
Tagihan dan kewajiban akseptasi    xxx 
Aset ijarah       xxx 
Aset istishna dalam penyelesaian    xxx 
Penyertaan pada entitas lain    
 xxx 
Aset tetap dan akumulasi penyusutan   xxx 
Aset lainnya      xxx 
Jumlah Aset      xxx 
KEWAJIBAN 
Kewajiban segera     xxx 
Bagi hasil yang belum dibagikan    xxx 
Simpanan       xxx 







Salam       xxx 
Istishna‟      xxx 
Kewajiban kepada bank lain    xxx 
Pembiayaan yang diterima    xxx 
Utang pajak      xxx 
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  xxx 
Pinjaman yang diterima     xxx 
Kewajiban lainnya     xxx 
Pinjaman subordinasi     xxx 
Jumlah Kewajiban    xxx 
DANA SYIRKAH TEMPORER 
Dana syirkah temporer dari bukan bank: 
Tabungan mudharabah     xxx 
Deposito mudharabah     xxx 
Dana syirkah temporer dari bank: 
Tabungan mudharabah     xxx  
Deposito mudharabah     xxx 
Musyarakah      xxx 
Jumlah Dana Syirkah Temporer  xxx 
EKUITAS 
Modal disetor      xxx 
Tambahan modal disetor     xxx 
Saldo laba (rugi)      xxx 
Jumlah Ekuitas     xxx 
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer 
dan Ekuitas      xxx 

















2. Laporan Laba/Rugi 
Tabel 3 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Laba Rugi 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 
Pendapatan Pengelolaan Dana 
oleh Bank sebagai Mudharib 
Pendapatan dari jual beli: 
Pendapatan marjin murabahah   xxx 
Pendapatan neto salam paralel   xxx 
Pendapatan neto istishna paralel   xxx 
Pendapatan dari sewa: 
Pendapatan neto ijarah    xxx 
Pendapatan dari bagi hasil: 
Pendapatan bagi hasil mudharabah   xxx 
Pendapatan bagi hasil musyarakah   xxx 
Pendapatan usaha utama lainnya    xxx 
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana 
oleh Bank sebagai Mudharib    xxx 
Hak pihak ketiga atas bagi hasil    (xxx) 
Hak bagi hasil milik Bank    xxx 
Pendapatan Usaha Lainnya 
Pendapatan imbalan jasa perbankan   xxx 
Pendapatan imbalan investasi terikat   xxx 
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya  xxx 
Beban Usaha 
Beban kepegawaian     (xxx) 
Beban administrasi     (xxx) 
Beban penyusutan dan amortisasi    (xxx) 
Beban usaha lain      (xxx) 
Jumlah Beban Usaha     (xxx) 
Laba (Rugi) Usaha     xxx 
Pendapatan dan Beban Nonusaha 
Pendapatan nonusaha     xxx 






Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha  xxx 
Laba (Rugi) sebelum Pajak    xxx 
Beban Pajak      (xxx) 
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan   xxx 
Sumber: PSAK 101, 2016 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
 
Tabel 4 
 BANK SYARIAH “X” 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Per 31 Desember 20xx 
      20x1 20x2 
Saldo per 1 Januari Xx Xx 
Modal Awal Tahun Xx Xx 
Ditambah (+)   
Simpanan Pokok Xx Xx 
Simpanan Wajib Xx Xx 
Modal Penyertaan Xx Xx 
Modal Lainnya Xx Xx 
SHU Xx Xx 
Jumlah Tambahan Xx Xx 
   
Dikurangi (-)   
Simpanan Pokok Xx Xx 
Simpanan Wajib Xx Xx 
Cadangan Xx Xx 
Hibah Xx Xx 
Modal Penyertaan Xx Xx 






SHU Xx Xx 
Jumlah Pengurangan Xx Xx 
   
Saldo per 31 Desember Xx Xx 
Sumber: PSAK 101, 2016 
 




LAPORAN ARUS KAS 
Per 31 Desember 20xx 
Arus kas dari Aktivitas Operasi: 
penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi cash bersih 
yang digunakan dalam aktivitas operasi       
        penyusunan aktiva tetap   xx   
        penyisihan penghapusan atas:   
  
xx   
                   giro pada bank lain xx     
                   penempatan pada bank lain xx     
                   pembiayaan yang diberikan xx     
                  Penyertaan xx     
                  aktiva lain-lain xx     
        pajak yang ditangguhkan   xx   
        zakat yang dibayarkan   xx   
        Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap   xx   
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:       
        kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain   xx   
        kenaikan/penurunan surat-surat berharga   
 
xx   
        kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan   
 






                    kenaikan/ penurunan aktiva lain-lain       
                    kenaikan/penurunan simpanan       
Wadiah   xx   
      Mudharabah   xx   
kenaikan/penurunan hutang pajak   xx   
kenaikan/penurunan kewajiban lainnya   xx   
kas besih dari aktivasi operasi     xx 
Arus kas dari aktivasi investasi:       
penjualan aktiva tetap yang disewakan   xx   
pembelian aktiva tetap untuk disewakan   xx   
penjualan aktiva tetap yang disewakan   xx   
investasi pada surat berharga   xx   
kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah   xx   
penjualan persediaan   xx   
penjualan istishna'   xx   
kenaikan/penurunan bersih pada piutang   xx   
kas bersih dari aktivasi investasi     xx 
arus kas dari aktiva pendanaan:       
penerimaan modal pinjaman   xx   
penerbitan saham   xx   
setoran modal   xx   
agio saham   xx   
pembayaran deviden   xx   
kas bersih dari aktivasi pendanaa     xx 
kenaikan /penurunan kas dan setara kas     xx 
kas dan setara kas awal tahun     xx 
kas dan setara kas akhir tahun     xx 








5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
 
Tabel 6 
BANK SYARIAH “ABC” 
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT 
Per 31 Desember 20xx 
Sumber dana Zakat     
 Zakat dari dalam bank syariah xx   
 Zakat dari pihak luar Bank Syariah xx   
Jumlah   xx 
      
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat     
  Kenaikan (xx)   
  Saldo Awal (xx)   
  Saldo Awal (xx)   
Sumber: PSAK 101, 2016 
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
 
Tabel 7 
 BANK SYARIAH “ABC” 
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA 
KEBAJIKAN 
Per 31 Desember 20xx 
Sumber Dana Kebajikan Awal Periode xx 
Sumber Dana Kebajikan  
Dana Kebajikan dari KSPPS xx 
Dana Kebajikan dari Pihak Luar xx 
Jumlah Penerimaan xx 
  






Disalurkan ke Lembaga Lain  
Badan Lainnya xx 
Jumlah Penggunaan xx 
  
Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan xx 
Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode xx 
Sumber: PSAK 101, 2016 
7. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan  harus disajikan secara 
sistematis setiap pos dalam Neraca, Laporan laba rugi 
dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, 
Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan 
sumber dan pengguna dana kebajikan, harus berkaitan 
dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas 
laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan 
mengungkapkan: 
a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan 
keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan 
diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 
penting ; 
b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan 
standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan 
di Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan 
penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan 
Dana Kebajikan. 
c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 
laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka 










D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
 
1. Pengertian BMT 
Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga mikro
33
 
syariah yang terdiri dari dua istilah yang mencerminkan 
kegiatan usahanya,yaitu baitul mal dan baitul tamwil. 
Baitul maal mengarah kepada titipan dana zakat, infak dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 
peraturan dan amanahnya, sedangkan baitul tamwil 
merupakan pengembangan harta yang bertugas melakukan 
kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha 
mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 
menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. BMT juga 
disebut dengan „‟koperasi syariah‟‟, merupkan lembaga 
keungan syariah yang berfungsi menghimpun dan 
menyalurkan dana kepada anggotanya. 
2. Badan Hukum BMT 
Sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai 
payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum 
BMT saat ini memang menjadi permasalahan yang masih 
belum bisa diatasi, namun merujuk pada surat keputusan 
bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam 
Negeri, Koprasi dan UKM bersama Gubernur Bank 
Indonesia 351.1/KMK/010/2009. Nomor 900-639a tahun 
2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 
11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi 
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih 
menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau koperasi atau 
badan usaha milik desa (BUMdes) atau lembaga keuangan 
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lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Beberapa BMT memilih mengambil bentuk hukum 
koperasi, namun hal ini bersifat pilihan bukan keharusan. 
BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan 
hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan 
perkoprasian, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1992 
tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi. 
KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS). 
Namun, sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status 
kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu 
permasalahan sendiri yang membebani BMT. BMT yang 
sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum 
koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan 
luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas 
provinsi. Namun, dengan peraturan BMT sebagai LKM
34
 
sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 
keluasan kecakupan BMT menjadi dibatasi.
35
 Bila ingin 
melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT 
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Berdasarkan gambar diatas, penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui pelaporan keuangan yang dibuat oleh BMT 
Syariah Makmur Bandar Lampung dan menyesuaikan dengan 
penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 101 
tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. BMT Syariah 
Makmur Bandar Lampung. 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
BMT Syariah Makmur 
Bandar Lampung 
Penyajian Laporan 
Keuangan PSAK NO. 101 
Penerapan PSAK Nomor 
101 pada BMT Syariah 
Makmur Bandar Lampung 
Kesesuaian Penyjian Laporan Keuangan 
BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan 
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sejak Undang-Undang ini berlaku‟‟. 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang 
Lembaga Keuangan Mikro. 
Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro. 
Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro. 
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 
Modern English Perss, Jakarta,2002Putri Ningtyas “Analisis 
Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada 
BMT Wanita Mandiri Boyolali)” Jurnal Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta (2019),  
R.Sanjaya Silalahi “Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan 
Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – 
Pekanbaru” Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012),  
Reza Rezita “Penerapan PSAK No. 101 pada BMT Sakinah Masjid 
Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan” Jurnal 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 






Rijal Yahya, et al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek 
Kotemporer,  (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 
Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah Di 
Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)  
Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: 
Salemba Empat, 2012),  
Sugiri, Eni Munarsih, Akuntansi dan Aplikasinya pada MYOB 
Accounting (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),  
  
